WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

o

-

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa
secara elektronik dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk
peningkatan efisiensi, meningkatkan akses pasar dan persaingan
usaha yang sehat ;

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, serta untuk menjamin
kelancaran dan kelangsungan sistem pengadaan barang/jasa secara
elektronik, maka perlu mengatur Sistem Pengadaan Barang/Jasa
Secara Elektronik yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa
Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17
tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil
di Jawa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 );

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tetang Perubahan Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan WNegara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Mojokerto (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah:;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN  WALIKOTA  MOJOKERTO TENTANG  SISTEM
PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK.

BABI
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.

2
;i
4

Kota adalah Kota Mojokerto.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
Walikota adalah Walikota Mojokerto.

Inspektur adalah Kepala Inspektorat yang mempunyai tugas
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan
di lingkungan Pemerintah Kota.
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e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah
yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis
web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi
dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang
diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
melalui www. Ipse kotamojokerto.go.id.

Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE
adalah pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan barang/
jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain e-Procurement.

LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di
bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan
mengembangkan sistem e-Procurement.

LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kota Mojokerto.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjut-
nya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai
tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang
pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK adalah pejabat
yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh
Walikota/Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Satuan
Kerja Perangkat Daerah.

Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit
yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat
keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh
Walikota/Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan
Pemerintah Kota.

Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Walikota/
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksana-
kan pemilihan penyedia barang/jasa.

Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan
pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa.

Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa
dan telah terdaftar dalam sistem e-Procurement pada pusat-pusat
layanan;
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Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem
e-Procurement.

User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari
Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem
e-Procurement.

Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat,
diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,
digital, elektromagnetik, optikal, dan/atau didengar melalui komputer
atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Message Diggest 5, yang selanjutnya disingkat MD5, adalah suatu
metodologi untuk memberi jaminan bahwa dokumen elektronik yang
dikirim akan sama dengan dokumen elektronik yang diterima, hal ini
dengan membandingkan sidik jari atau Hash Key dari dokumen-
dokumen tersebut.

Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan
informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi
dan autentikasi.

Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh
pengguna jaringan atau sebuah sistem operasi muitiuser (banyak
pengguna) untuk memverifikasi User ID kepada sistem keamanan
yang dimiliki oleh jaringan atau sistem tersebut

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar
untuk penerapan sistem e-Procurement di lingkungan Pemerintah
Kota.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk
meningkatkan :

a. transparansi dan akuntabilitas;

b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan,;

d. mendukung proses monitoring dan audit; dan

e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.



Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah pelayanan e-Procurement
bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

BAB i
ETIKA E-PROCUREMENT
Pasal4

(1) Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-Procurement wajib
mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

(2) Dalam melaksanakan e-Procurement, semua pihak waijib :

a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses
yang terdiri dari User ID dan Password;

b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan
informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum.

(3) Semua pihak dilarang :
a) Mengganggu dan/atau merusak sistem e-Procurement;

b) mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang
dalam sistem e-Procurement.

BAB Il
PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN
E-PROCUREMENT
Pasal 5
(1) Para pelaku yang terlibat dalam e-Procurement, terdiri dari :

a. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK);

b. ULP/PanitiaPengadaan/Pejabat Pengadaan;

c. Penyedia Barang/Jasa; dan

d. UPSE.

(2) Para pihak pada ayat (1) butir a, b, ¢ adalah para pihak yang
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang
pengadaan barang/jasa pemerintah.



Bagian Kesatu
Tugas dan Fungsi LPSE

Pasal6

(1) LPSE bertugas mengelola sistem e-Procurement di lingkungan
Pemerintah Kota dan mempunyai fungsi :

a.

penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procurement di
lingkungan Pemerintah Kota ;

pelaksanaan pelatihan/training kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/
ULP dan Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem
e-Procurement;

pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP
dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya,

sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (helpdesk) yang
melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/
Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement;

sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan
proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh
Pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan
evaluasi;

pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Ketentuan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
diperuntukan bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh
Instansi yang mempunyai kewenangan dan instansi lain sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Organ LPSE

Pasal7

(1) Organ LPSE terdiri dari :

a)
b)
)

O

Q

)
)

@

N

Pembina;

Penanggung Jawab;

Ketua;

Sekretaris;

Bidang Administrasi Sistem Informasi;
Bidang Registrasi dan Verifikasi;
Bidang Layanan Pengguna; dan

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.



(2) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a) Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas;

b) Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan;

c) Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola
LPSE yang bersangkutan,;

d) Memahami prosedur sistem e-Procurement.

BABIV
TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT

Bagian Pertama
Standar Prosedur Operasional Sistem E-Procurement

Pasal8
(1) Sistem e-Procurement dikelola oleh LPSE Pemerintah Kota.

(2) LPSE melaksanakan Standar Prosedur Operasional untuk menjamin
keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan barang/jasa
secara elektronik.

(3) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

1. Registrasi dan verifikasi Pengguna Sistem Pengadaan Secara
Elektronik;

2. Layanan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik ;
3. Penanganan masalah (error handling) ;

4. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur Sistem Pengadaan
Secara Elektronik;

5. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas Sistem Pengadaan Secara
Elektronik :

6. Pengarsipan dokumen elektronik (file back-up).

(4) Tata cara pelaksanaan sistem e-Procurement selain berdasarkan
ketentuan Standar Prosedur Operasional juga wajib mengikuti alur
kerja sistem e-Procurement yang dikembangkan oleh Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(5) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat disusun secara bertahap setelah LPSE terbentuk.



Pasal9

(1) Prosedur registrasi dan verifikasi Pengguna Sistem Pengadaan
Secara Elektronik harus mengikuti persyaratan sebagai berikut :

a. Bagi Penyedia Barang/Jasa :

1.

Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi Sistem
Pengadaan Secara Elektronik ;

Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran serta formulir
keikutsertaan dengan melampirkan salinan  dokumen
penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari :

a) KTP Direktur/Pemilik perusahaan atau penanggung jawab
perusahaan ;

b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan (jika ada
perubahan) ;

c) Nomor Pokok Waijb Pajak (NPWP) Badan Usaha/
Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan
Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa
Perorangan ;

d) Surat ljin Usaha sesuai bidang usaha masing-masing.

b. Bagi Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik selain
Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan surat tugas dan/atau Surat
Keputusan asli dan menyerahkan salinan Surat Tugas dan/atau
surat keputusan dari instansi masing-masing.

(2) Verifikasi Penyedia Barang/Jasa dilakukan sebagai pemeriksaan
atas kebenaran pelaporan dokumen pada ayat (1) huruf a nomor 2
dengan maksud autentifikasi identitas Penyedia Barang/Jasa dengan
User ID dan Password yang diberikan sebagai representatif
pertanggungjawaban Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan atau
Perorangan yang mengikuti proses pengadaan.

(3) Proses verifikasi tidak meniadakan proses pengisian, pengiriman

data

kualifikasi oleh Penyedia Barang/Jasa dan klarifikasi data

kuafikasi oleh ULP/Pejabat Pengadaan dalam proses pengadaan
barang/jasa.

(4) Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronk selain Penyedia
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari
ULP/Pejabat Pengadaan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Auditor
dan pengguna lain yang ditetapkan sesuai syarat dan ketentuan Bagi
Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
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Bagian Kedua
Penanganan Masalah (Error Handling)

Pasal 10

LPSE menangani kendala teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan
Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

LPSE menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat
dibuka oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam
berita acara kesaksian.

LPSE dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika terkait dengan :

a. Permasalahan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang
tidak dapat diselesaikan oleh LPSE ;

b. Permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi LPSE.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur
Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 11
LPSE membuat mekanisme pengelolaan, pemeliharaan dan
pengamanan server dan jaringan.

Pengelolaan server Sistem Pengadaan Secara Elektronik mengacu
pada standar pengelolaan pusat data.

Pengaturan ruang server Sistem Pengadaan Secara Elektronik
dengan memperhatikan ketentuan suhu ruangan, cadangan catu
daya, dan keamanan fisik.

Semua pengunjung yang akan memasuki ruangan server harus
memperoleh izin dari pejabat yang berwenang di LPSE.

Bagian Keempat
Pemeliharaan Kinerja dan Kapasitas
Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 12

Dalam hal memelihara kinerja dan kapasitas sistem, LPSE waijib :

i

Melakukan monitoring harian terhadap kondisi dan kapasitas hardisk
dan RAM serta melakukan penggantian /penambahan jika komponen
tersebut mengalami kondisi kritis.

Membuat pengaturan bandwith internet dan pemantauan traffic.

Memberikan pengumuman jikka sedang melakukan proses
pemeliharaan server Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan/atau
perangkat lain yang menunjang.

Memberikan akses kepada LKPP untuk melakukan monitoring server
Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
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Bagian Kelima
Pengarsipan Dokumen Elektronik (File Back-up)

Pasal 13

LPSE wajib melakukan back-up terhadap file sistem dan data base
Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Back-up sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajb disimpan
dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (portable) dan
diletakkan dalam tempat yang aman terpisah dari ruang server.

Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik dilakukan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pertukaran Dokumen Elektronik

Pasal 14

Pertukaran Dokumen Elektronik dalam rangka pengadaan barang/jasa
secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota, dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut :

i.

Proses e-procurement di lingkungan Pemerintah Kota dilakukan
melalui aplikasi www.Ipse kotamojokerto.go.id.

User ID dan Password seluruh pengguna sistem e-procurement di
lingkungan Pemerintah Kota merupakan representasi dari pengguna
dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitas dalam e-procurement.

User ID dan Password sebagaimana dimaksud pada angka 2
terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke
sistem e-procurement, sehingga diakui sebagai salah satu komponen
yang mengesahkan dokumen tersebut.

Autentikasi dokumen elektronik dalam pelaksanaan e-procurement
menggunakan metodologi MDS yang menghasilkan sidik jari atau
hash key yang unik bagi tiap-tiap dokumen elektronik.

Dalam hal penyedia barang/jasa telah memberikan persetujuan dan
memberikan pernyataan bahwa dokumen elektronik yang dikirimkan
sesuai dengan dokumen yang diterima oleh sistem e-procurement
berdasarkan hash key yang dihasilkan dari metodologi MD5, maka
penyedia barang/jasa dianggap telah menandatangani dokumen
tersebut secara elektronik.

Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 3
dan angka 4 dapat diperlakukan sama dengan dokumen tertulis,
kecuali dokumen yang harus dibuat secara tertulis mengacu pada
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.
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Bagian Ketujuh
Layanan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 15
LPSE menyediakan layanan berupa :

1. Ruang layanan pemasukan penawaran (bidding room), ruang
pelatihan dan ruang verifikasi.

2. Akses internet dan intranet untuk Pengguna Sistem Pengadaan
Secara Elektronik yang berkunjung ke kantor LPSE.

3. Pelayanan konsultasi penggunaan Sistem Pengadaan Secara
Elektronik melalui internet telepon dan kunjungan ke kantor LPSE.

4. Pengumuman atau informasi kepada pengguna Sistem Pengadaan
Secara Elektronik apabila terjadi permasalahan teknis yang dapat
menghambat aktifitas Pengguna Sistem Pengadaan Secara
Elektronik.

Bagian Kedelapan
Pusat Informasi LPSE

Pasal 16
Semua data dan informasi yang disimpan LPSE :
1. Diumumkan di website LPSE Pemerintah Kota dan LPSE Pusat;

2. Seluruh informasi sebagaimana dimaksud di atas, akan dihubungkan
ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi
oleh LKPP.

Bagian Kesembilan
Biaya Operasional LPSE

Pasal 17

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

Bagian Kesepuluh
Pengaduan

Pasal 18
Tata Cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut:

1. Pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat
dilakukan melalui fasilitas dalam sistem e-Procurement dan bisa
diakses oleh pihak yang terkait.

2. LPSE wajb meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan
atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah
LPSE terkait.
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Pasal 19

LPSE wajib melaporkan kepada Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran, dan Pejabat Pembuat Komitmen apabila ditemukan
penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal20

1. Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka pada tahun 2012
seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua
Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota harus menerapkan
e-Procurement.

2. Untuk menjamin implementasi pelaksanaan e-Procurement, masing-
masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat tahapan
pelaksanaan pengadaan untuk seluruh atau sebagian paket, yang
akan diusulkan untuk menggunakan e-Procurement.

3. Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) masing masing Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah harus melakukan koordinasi dengan LPSE.

4. Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem
e-Procurement, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi
dengan LPSE lain dan LPSE Pusat, serta dapat mengajukan saran
perubahan-perubahan vyang diperlukan untuk penyempurnaan
prosedur dan sistem e-Procurement.

5. Untuk mempercepat implementasi sistem e-Procurement LPSE dapat
menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur
memadai dengan lkut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE
lain tersebut.



BABVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Agustus 2011

WALIKOTA MOJOKERTO
ttd

ABDULGANYSOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 25 Agustus 2011

SEKRETARIS DAEIRAH KOTA MOJOKERTO
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Ir. SUY |IINGO M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011 NOMOR 17/G
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Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

tdl

PUDJI HARDJOND, SH
NIP. 19600722198503 1 007




